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PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 

2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN 

PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.   bahwa sebagai tindak lanjut pengalihan jabatan 

administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk 

pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan, perlu 

mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan 

Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana 

Harian di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasonal; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Perubahan atas 

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana 

Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan 

Tenaga Nuklir Nasional; 

 

www.peraturan.go.id



2021, No.131 -2- 

Mengingat  :   1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indoensia 

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3676); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang 

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);  

4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 

14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir 

Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 

14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);  

5. Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1624);  

6. Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana 

Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan 

Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 167); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR 

NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA 

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA 
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HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR 

NASIONAL. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Badan Tenaga Nuklir 

Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan 

Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan 

Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 167 Tahun 2020) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 5 

(1) Penunjukan Plt atau Plh sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara: 

a. dirangkap oleh pejabat atasan langsung atau 

atasan tidak langsung; 

b. ditunjuk dari pejabat yang setingkat; 

c. ditunjuk dari pejabat satu tingkat dibawahnya; 

d. ditunjuk dari pejabat fungsional; atau 

e. ditunjuk dari pelaksana dibawahnya. 

(2) Pejabat fungsional yang dapat ditunjuk sebagai Plt 

atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d, sebagai berikut: 

a. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat 

ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan pimpinan 

tinggi, jabatan administrator, atau jabatan 

pengawas; 

b. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat 

ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan pimpinan 

tinggi pratama, jabatan administrator, atau 

jabatan pengawas; 

c. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat 

ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan 

administrator atau jabatan pengawas; dan 
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d. Pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat 

ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan pengawas. 

 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

  

Pasal  12 

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh diberikan 

Tunjangan Kinerja tambahan. 

(2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh dengan 

jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 

(satu) bulan diberikan Tunjangan Kinerja dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh 

pada kelas jabatan setingkat atau lebih rendah, 

diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 

20% (duapuluh perseratus) dari Tunjangan 

Kinerja yang diterima pada jabatan yang 

digantikan. 

b. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh 

pada kelas jabatan yang lebih tinggi, diberikan 

Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus 

perseratus) dari Tunjangan Kinerja pada 

Jabatan yang digantikan. 

(3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai 

tanggal penunjukan sebagai Plt atau Plh. 

(4) Plt atau Plh dengan jangka waktu menjabat kurang 

dari 1 (satu) bulan tidak berhak mendapatkan 

pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

 

Pasal II 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 4 Februari 2021 

 

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR  NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Februari 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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